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ABSTRAK


Jembatan Mahakam merupakan jembatan yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Samarinda Seberang dan daerah antar kota lainnya seperti Balikpapan, Kukar dan Kubar. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kota Samarinda maka berdampak pula kepada pengguna lalulintas yang melalui Jembatan Mahakam sebagai sarana penghubung Kota Samarinda dan Samarinda Seberang serta daerah antar kota lainnya. Melihat akan kenyataan yang terjadi, setiap hari menjelang sore dan hari libur lalulintas menuju Jembatan Mahakam dan sebaliknya selalu padat akan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat parah pada kedua jalur Jembatan Mahakam tersebut. 


Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil solusi yang bijaksana dengan mengambil inisiatif untuk membangun Jembatan Kembar yang tepat berada di sisi kiri Jembatan Mahakam. Dengan dibangunnya Jembatan Kembar di Kota Samarinda, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab rekanan pemerintah dalam pembangunan jembatan kembar.


Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dimana penulis melakukan penelitian dengan cara menggambarkan kenyataan pembangunan yang ada dan disesuaikan dengan data yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.


Dasar hukum yang digunakan dalam pembangunan Jembatan Kembar di Kota Samarinda adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012. Melalui Peraturan Gubernur tersebut seluruh peraturan yang menjadi dasar hukum pembangunan Jembatan Kembar sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.


Sesuai dengan kondisi keadaan pembangunan Jembatan Kembar saat ini, proses yang sedang dikerjakan adalah pada tahap pembangunan pondasi jembatan. Pondasi Jembatan Kembar tersebut dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat saat melewati Jembatan Kembar.


Setelah Penulis melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab rekanan pemerintah dalam membangun Jembatan Kembar mengacu kepada kontrak kerja yang disepakati antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rekanan Pemerintah yaitu Kontraktor PT.PP.Perdana KSO, Konsultan Perencana adalah PT. Perencana Jaya dan Konsultan Pengawas yaitu PT. Pelaksana Desain Karya Cipta. 

Kata Kunci : (Jembatan Kembar )

ABSTRACT

Mahakam’s bridge was a bridge that connected Samarinda with Samarinda Seberang and other cities like Balikpapan, Kukar and Kubar. Along with the rapid of population growth and economic in Samarinda gave an impact to the user of traffic to the bridge over the Mahakam that connected Samarinda’s city and Samarinda Seberang with the inter-city and other areas. As the reality that happened in Samarinda, in the afternoon and holidays the traffic to Mahakam’s bridge and otherwise always jammed with vehicle till made a severe traffic jammed in the second pathway of Mahakam’s bridge.    


According to the problems above, the government of Kalimantan Timur took a wise solution with made an initiative to build a same bridge in the left of Mahakam bridges. With the construction of the twin bridges, the writers interested to know how the responsibility of the government partners in the construction of the twin bridges.

This research method that used in this law script is descriptive design where the writer described the reality of the twin bridges construction and customized with data from Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.   .


The legal standings that used in construction of  the twins bridges in Samarinda is the governor rule of Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012,  from the governor rule of Kalimantan Timur all the rules that became the legal standings in construction of the twins bridges so have a legally enforceable.

Based on the condition of twin’s bridges construction today, the process of building Twins Bridge is foundation construction stage. The foundation of Twins Bridge could be seen by the people when they passed through the twin bridge.

After the writer conducted research in Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum the writer concluded that the responsibility of government partner in twins bridge construction based on the contract between the government of Kalimantan Timur with the government partners is the Contractor, PT. PP Perdana KSO, Consultant Planner is PT. Perencana Jaya and the supervising consultants is PT. Pelaksana Desain Karya Cipta.
Keywords : (The Twins Bridge)
I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan suatu negara. Apabila pembangunan berkembang dengan pesat maka hal itu akan berdampak kepada kehidupan masyarakatnya sehingga kualitas hidup dalam negara tersebut dapat meningkat. Oleh karena itu, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat maka pembangunan gencar dilakukan oleh pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik.


Kota Samarinda seiring dengan perkembangan zaman saat ini juga sedang meningkatkan pembangunan di semua aspek yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dimulai dengan peningkatan kualitas jalan yaitu mengecor sebahagian jalan dengan beton sampai kepada pembangunan jembatan kembar tepat di sebelah kiri jembatan Mahakam. 


Khusus mengenai jembatan Mahakam, dengan melihat peningkatan volume kendaraan yang saat ini meningkat dan juga didorong semakin pesatnya pembangunan  di kota Samarinda tentunya memberi pengaruh yang cukup besar bagi ketahanan jembatan tersebut untuk menopang kendaraan yang melintas diatasnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua maupun beroda empat demikian juga kendaraan besar seperti truk kontainer membuat jembatan Mahakam sangat riskan untuk dilewati. 

Dilihat dari kegunaannya, jembatan Mahakam memiliki kegunaan yang sangat strategis menunjang roda kehidupan bagi masyarakat kota Samarinda. Jembatan yang menghubungkan kota Samarinda dengan Samarinda Seberang yang merupakan jalan masuk ataupun keluar bagi masyarakat yang tinggal di kedua wilayah tersebut demikian juga menjadi akses penting keluar masuknya masyarakat dari dan menuju kota Balikpapan dimana di kota tersebut merupakan pintu gerbang bagi masyarakat kota Samarinda dan juga masyarakat Indonesia untuk masuk dan keluar dari provinsi Kalimantan Timur.


Berkaca dari runtuhnya jembatan gantung di kota Tenggarong, tentunya memberi kerugian yang sangat besar bagi masyarakat pada umumnya. Sangat banyak yang dikorbankan dari kejadian tersebut diatas baik materil maupun non materil demikian juga jatuhnya banyak korban jiwa.Melihat kejadian itu, seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat dapat melihat bahwa suatu bangunan yang telah menelan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya tetapi tidak didukung dengan perawatan yang maksimal memberi dampak yang negatif dalam menunjang ketahanan jembatan tersebut ketika dilintasi kendaraan dengan volume yang sangat banyak.


Kejadian runtuhnya jembatan di kota Tenggarong memberi banyak pelajaran berharga pada pemerintah kota Samarinda bahwa fasilitas publik seperti jembatan harus dijaga semaksimal mungkin. Salah satu bentuknya saat ini truk-truk bermuatan besar tidak lagi boleh melalui jembatan Mahakam. Sekarang seluruh truk-truk bermuatan besar diwajibkan melewati jembatan Mahakam Ulu bila hendak memasuki kota Samarinda.

Demikian juga halnya dengan kendaraan bermotor. Karena banyaknya masyarakat yang melintasi jembatan tersebut, setiap pengendara diatur oleh petugas yang berwenang untuk melewati jembatan Mahakam secara bergantian agar beban yang ditanggung oleh jembatan tersebut tidak melewati  batasnya.

Sesuai dengan kegunaannya, saat ini sudah saatnya dibutuhkan jembatan yang serupa dengan jembatan Mahakam untuk menunjang roda kehidupan masyarakat kota Samarinda demikian juga masyarakat lainnya yang beraktivitas di kota Samarinda. Demikian pesatnya pertumbuhan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi dimana menjadi faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan jembatan kembar patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat melihat kegunaannya saat ini.


Pembangunan jembatan kembar di kota Samarinda tentunya melibatkan seluruh pihak dalam merealisasikannya ke dalam bentuk yang sebenarnya. Salah satu pihak yang terlibat adalah pihak swasta yang menjadi rekanan pemerintah  yang telah dipilih  sesuai dengan kompentensinya  dan juga mekanisme penunjukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah sebanyak dua kali yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dengan adanya dasar hukum yang telah ditetapkan, seluruh pihak yang bekerjasama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tanggung jawab yuridis dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaannya kepada pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah sebanyak dua kali yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas penulis membatasi pembatasan masalah yaitu hanya mengenai tanggung jawab yuridis rekanan pemerintah dalam pembangunan jembatan kembar di kota Samarinda yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Rekanan Pemerintah Dalam Pembangunan Jembatan Kembar di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012?

2. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Yuridis Rekanan Pemerintah Dalam Pembangunan Jembatan Kembar di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012?

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penelitian
Memberikan sumbangan pemikiran mengenaitanggung jawab yuridis rekanan pemerintah dalam pembangunan jembatan kembar di kota samarinda berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012.
2.  Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Rekanan Pemerintah Dalam Pembangunan Jembatan Kembar Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012.
Adapun Metode penelitian yang dipergunakan dalam skipsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Empiris yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum dengan dihubungkan kepada pelaksanaan hukum yang sebenarnya. 
2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan Penulis. 

3. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu artikel maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Rekanan Pemerintah Dalam Pembangunan Jembatan Kembar di Kota Samarinda.



Jembatan Mahakam merupakan akses penting bagi keluar masuknya kendaraan dari dan menuju kota Samarinda ke kota lainnya yang dipisahkan oleh sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai yang melintasi kota Samarinda. Sungai dengan panjang 920 Km melintasi kabupaten Kutai Barat sampai ke hulu hingga kabupaten Kutai Kertanegara dan kota Samarinda bagian hilir.




Jembatan Mahakam mulai dibangun pada tahun 1982 dan selesai dibangun 3 Agustus 1986 serta dibuka tahun 1987.Panjang total jembatan Mahakam 400 meter. Jembatan yang menjadi penghubung Samarinda kota dengan Samarinda seberang dan juga sebagai jalan yang harus dilintasi jika menuju kota Balikpapan menjadi sarana publik yang sangat penting dan juga strategis kegunaannya.




Seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk di kota Samarinda, berimbas kepada kendaraan yang melewati jembatan Mahakam. Sebagai salah satu akses penghubung antara Samarinda kota dengan Samarinda seberang, kemacetan menjadi pemandangan yang biasa terlihat jika masyarakat melakukan aktivitasnya. Melihat akan kenyataan itu, pihak Kepolisian dari Polrestabes Kota Samarinda mengambil kebijakan dengan mengatur lalulintas dari dan menuju jembatan Mahakam agar beban yang ditanggung oleh jembatan tersebut tidak melewati ambang batas dari beban maksimal yang harus ditanggung beban tersebut.



Seiring meningkatnya kendaraan yang melintasi jembatan Mahakam dan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemacetan yang sangat parah, maka dijalankanlah program untuk pembatan jembatan kembar tepat di sebelah kiri jembatan Mahakam jika berkendara dari kota Samarinda. Melalui pembangunan jembatan kembar diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemacetan yang biasa terjadi ketika melewati jembatan Mahakam.



Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, didapatkan data-data terkait dengan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis. Data-data yang telah diterima penulis dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jembatan kembar tahun 2012-2013 yaitu bapak Tribakti Mulianto, ST.,MT memberikan gambaran yang cukup jelas proses pembangunan jembatan kembar. Berdasarkan brosur yang diterima oleh penulis, pembangunan jembatan kembar di Kota Samarinda dilaksanakan dalam tiga tahap pembangunan dan khususnya padasaat ini pelaksanaan pembangunan jembatan kembar sedang dikerjakan pada  tahap I.



Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Kalimantan Timur melalui PPTK Jembatan Kembar diketahui latar belakang dibangunnya jembatan kembar ( Mahakam IV) Samarinda. Dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan arus lalulintas kendaraan yang terjadi pada area jembatan Mahakam I sebagai jembatan utama yang menghubungkan antara Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang dan daerah antar kota lainnya seperti Balikpapan, Kukar dan Kubar. 



Kemacetan arus lalulintas kendaraan semakin meningkat terutama pada saat adanya arus lalulintas campuran antara perjalanan dalam kota dengan perjalanan antar kota, utamanya pada setiap hari menjelang sore dan hari libur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memprogramkan kegiatan pembangunan jembatan kembar ( Mahakam IV) Samarinda dalam beberapa tahapan pembangunan dengan sumber dana yang telah dianggarkan kedalam APBD murni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



Adapun tahapan pembangunan jembatan kembar (Mahakam IV) direncanakan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Tahap I2012-2013 (33,8 %) adalah sebagai berikut :

· Pier 9 (pemancangan,PDA, Isian Pasit Pembesian dan Isian Pancang, Bracing, Pembesian Lantai Cap,Preboring).

· Pier 10 (Pemancangan, PDA, Isian Pasir, Pembesian Cap, Preboring)

· Pier 11 (selesai tanpa cor bakcwall, preboring)

· Pier 12 (pemancangan, PDA)

· Fender P9 (Pemancangan, Isian  Pembesian dan Cor Pancang, Bracing)

· Fender P10 (Pemancangan, Isian Pasir dan Isian Pembesian)

· Pengadaan rangka baja 50%

2. Tahap II (36,9%) tahun 2014 adalah sebagai berikut :

· Pier 9 (Perkuatan Pondasi,Pembesian Cap, Cor Cap)

· Pier 10(Cor Cap)

· Pier 11 cor bakcwall

· Pier 12 (Isian Pasir, Isian dan Cor Pancang, Bracing, pembesian dan Cor Pier)

· Fender P9 (Pembesian dan Cor Selimut)

· Fender P10 (Bracing,Pembesian dan Cor Selimut )

· P8 (Borpile, Bracing, Pembesian dan Cor Pier)

· Pengadaan Sisa Rangka 50 % + Baut

· Mountase Test

· Pengadaan Kabel Hangar

· Pengadaan Steel Deck

· Spherical Bearing + Pasang

3. Tahap III Tahun 2015 ( 29,3 %) yaitu :
· Erection Rangka 100%

· Erection Kabel Hangar

· Pemasangan Steel Deck

· Pembesian Lantai

· Pemasangan Bangunan Pelengkap ( hand rail, lampu penangkal petir, katodik, rubber fender)
Pembangunan jembatan kembar menggunakan jasa Kontraktor yaitu PT. PP. Perdana KSO dengan Nomor kontrak 602/774/KPA/PEMB JBT-K/XI/2012, tanggal kontrak 8 November 2012 tahun anggaran 2012-2013, jasa Konsultan Perencana yaitu PT. Perencana Jaya dan Konsultan Pengawas yaitu PT. Pelaksana Desain Karya Cipta. Pekerja konstruksi yang dilibatkan dalam pembangunan jembatan kembar diperoleh dari pegawai harian dan juga pegawai tetap perusahaan konstruksi tersebut diatas.



Di dalam kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan rekanan pemerintah dalam membangun jembatan kembar di kota Samarinda terdapat bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.



Bentuk tanggung jawab dari rekanan pemerintah dimana Jasa Kontraktor adalah PT. PP. Perdana KSO  Konsultan Perencana yaitu PT. Perencana Jaya dan Konsultan Pengawas yaitu PT. Pelaksana Desain Karya Cipta dituangkan didalam kontrak kerja point 41. Dalam point tersebut disebutkan hak dan kewajiban antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan juga Penyedia jasa konstruksi.



Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pembangunan jembatan kembar diwakili oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan juga memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.



Tanggung jawab lain yang dilakukan oleh PPTK jembatan kembar adalah meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, lalu membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia dan juga memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.



Adapun yang menjadi bentuk tanggung jawab yang terwujud dalam hak dan kewajiban rekanan pemerintah dalam pembangunan jembatan kembar adalah sebagai    berikut :

Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi, yaitu :

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam sarana dan prasarana dari PPTK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPTK.

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,peralatan,angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPTK

g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

h. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Rekanan Pemerintah Dalam Pembangunan Jembatan Kembar Di Kota Samarinda


Pembangunan jembatan kembar di kota Samarinda memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Kembar Samarinda Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012-2013. Disamping itu, sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan Program Paket Pembangunan Dengan Sistem Multy Years Contract (MYC) dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No.903/7802/BPPD/Bangda dan Nomor 160/181/set-hk/VIII/2011 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Untuk Kegiatan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Pola Kontrak Jamak Yang Dianggarkan Mulai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 Sampai Dengan APBD Tahun 2013 untuk melaksanakan kegiatan kontrak tahun jamak kegiatan pembangunan jembatan kembar.



Berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Kembar Samarinda Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012-2013 dalam penunjukan pelaksana jasa konstruksi pembangunan jembatan kembar mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sebagaimana  Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam pembangunan konstruksi Jembatan Kembar mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.



Didalam pembangunan Jembatan Kembar di Kota Samarinda, prinsip dasar pemilihan penyedia  pekerjaan konstruksi dengan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan dengan Pelelangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Barang Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Barang Pemerintah.



Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jembatan Kembar Bapak Tribakti Mulianto, ST, MT tanggal 22 April 2014 diketahui bahwa penanggung jawab pembangunan jembatan kembar adalah Kuasa Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Pembangunan Jembatan Kembar menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jembatan Kembar Bapak Tribakti Mulianto, ST.,MT dalam pembiayaannya diperkirakan mencapai dana sebesar Rp. 350.000.000.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah). Biaya pembangunan tersebut diatas seluruhnya murni diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.



Standar kualitas mutu material dan bangunan untuk pembangunan jembatan kembar adalah spesifikasi umum Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.Dengan standar mutu yang telah ditetapkan tersebut diketahui material yang digunakan untuk membangun jembatan kembar di Kota Samarinda.Secara teknis pembangunan jembatan kembar melalui penjelasan PPTK Jembatan Kembar di dapat infomasi bahwa material utama yang menjadi dasar jembatan adalah pipa baja,beton, baja tulangan dan rangka baja.



Melihat akan material yang digunakan dalam pembangunan Jembatan Kembar menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jembatan kembar diharapkan periode kelayakan pemakaian jembatan kembar dapat mencapai waktu 100 (seratus) tahun. Masa yang sangat lama tersebut tentunya harus didukung dengan material bahan yang berkualitas tinggi serta komitmen yang kuat dan dedikasi tingkat tinggi dari pekerja konstruksi yang digunakan oleh penyedia jasa konstruksi Jembatan Kembar.



Pelaksanaan tanggung jawab rekanan pemerintah untuk pembangunan jembatan kembar seperti yang telah penulis sampaikan dalam bentuk tanggung tanggung jawab rekanan pemerintah didasarkan kepada kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kontraktor PT. PP.PERDANA KSO yang berdomisili di Surabaya dengan alamat kantor Jl. Juanda Raya No.1 Surabaya, Jawa Timur dengan Nomor kontrak 602/774/KPA/PEMB JBT-K/XI/2012, tanggal kontrak 8 November 2012 tahun anggaran 2012-2013. 



Dalam kontrak kerja tersebut terdapat tanggung jawab rekanan pemerintah yang membangun jembatan kembar. Tanggung jawab yang juga adalah kewajiban dari rekanan pemerintah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja dengan Nomor kontrak 602/774/KPA/PEMB JBT-K/XI/2012 dan tanggal kontrak 8 November 2012 yaitu sebagai berikut :

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak

Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan rekanannya dalam membangun jembatan kembar penyedia memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak kerja.
b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam sarana dan prasarana dari PPTK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan kembar merupakan kewajiuntukban dari PPTK Jembatan Kembar. Untuk Penyedia yang merupakan pelaksana dari pembangunan jembatan kembar tersebut memiliki hak  untuk meminta fasilitas yang dibutuhkan  demi kelancaran pembangunan jembatan kembar.
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPTK.

Sesuai dengan informasi yang didapat dari PPTK Jembatan Kembar, bahwa salah satu tanggung jawab dari Kontraktor Jembatan Kembar ialah melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pembangunan jembatan tersebut.


Laporan yang harus diberikan memiliki waktu-waktu tertentu untuk dilaporkan oleh penyedia jasa konstruksi kepada PPTK Jembatan Kembar.Laporan yang dilaporkan secara berkala untuk laporan harian, mingguan dan bulanan yaitu lingkup pekerjaan yang mencakup mutu dan kualitas dari pekerjaan tersebut lalu waktu yang ditentukan apakah sesuai dengan kontrak yang disepakati dalam pembangunan bagian-bagian dari jembatan kembar dan juga biaya yang telah dikeluarkan dalam setiap pembangunan jembatan kembar.


Keterpaduan antara laporan yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan kenyataan pekerjaan yang telah dilakukan kepada PPTK Jembatan Kembar sangat dibutuhkan demi terlaksananya kontrak kerja dan juga mutu jembatan yang dibangun dapat terjaga kualitasnya sehingga pada saat digunakan oleh masyarakat nantinya kenyamanan dan keamanan dapat dirasakan. 
d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan rekanan pemerintah yaitu penyedia jasa konstruksi untuk pembangunan Jembatan Kembar harus dilaksanakan dengan tepat waktu berdasarkan jadwal yang telah disepakati.Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tentu berakibat positif kepada tepatnya waktu penyelesaian jembatan kembar.


Penyelesaian waktu yang tepat memiliki pengaruh yang besar terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan pembangunan jembatan kembar.Contohnya, kemacetan yang selama ini terjadi pada sore hari saat masyarakat dari Samarinda menuju ke Samarinda Seberang atau ke kota lain yang harus melewati Jembatan Mahakam dan sebaliknya masyarakat yang beraktivitas di Samarinda Seberang atau yang menuju Samarinda setelah beraktivitas di Balikpapan, demikian juga pada hari libur dan akhir pekan, dengan terbangunnya jembatan kembar tepat pada waktunya masalah lalulintas dapat teratasi. Demikian juga halnya dengan perkembangan ekonomi.Mobilitas masyarakat yang cepat dengan melewati jembatan kembar berhubungan juga dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.
e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,peralatan,angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Pekerjaan yang dilakukan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab baik dalam proses pemilihan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, transportasi pengangkutan material dan pengerjaan proyek jembatan kembar harus dilakukan demi terciptanya kualitas jembatan yang baik, aman dan nyaman.


Secara hukum, pembangunan jembatan yang tidak disertai dengan rasa tanggungjawab serta komitmen yang tinggi dalam penyediaan sumber daya manusia yang tidak kompeten dibidangnya untuk mengerjakan pembangunan jembatan tersebut, pemilihan material jembatan yang mutu dan kualitasnyatidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, pemasangan bagian-bagian jembatan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab pastinnya memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang timbul terjadi pada saat pembangunan jembatan selesai dikerjakan, lalu digunakan oleh masyarakat lalu terjadilah sesuatu hal yang tidak dinginkan baik oleh masyarakat maupun pelaksana pembangunan jembatan tersebut misalnya jatuhnya korban jiwa pada saat
 melewati jembatan tersebut karena struktur bangunan jembatan yang tidak kokoh atau tidak sesuai dengan spesifikasi umum yang telah ditetapkan oleh Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

III. PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh rekanan pemerintah dalam pembangunan Jembatan Kembar di kota Samarinda adalah hal-hal yang telah dituangkan dalam kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan rekanannya yaitu Kontraktor PT. PP.PERDANA KSO.

Di dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan rekanan pemerintah yaitu Kontraktor PT. PP.PERDANA KSO dalam membangun Jembatan Kembar berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim kontrak kerja yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam kontrak kerja tersebut.

IV. DAFTAR PUSAKA
A. BUKU BACAAN


Ali, Chidir, 1991, Badan Hukum. Bandung, Alumni

Khairunnisa,2008,  Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan, Pasca Sarjana.

Marsh, S.B dan J. Soulsby, 2006, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni.

Miru, Ahmadi, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers. 
Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya.

Rusli, Hardjan, 1992, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 
Salim, H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak. Jakarta, Sinar Grafika.

Salim, H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta, SinarGrafika. 
Widiyono,2004, Wewenang  Dan  Tanggung Jawab, Bogor, Ghalia Indonesia.
Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2008, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka. 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Kembar Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012-2013.

2

